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ABSTRAK 

 

CHAIRRINA ZULMI, NPM : 1505170554. Penerapan Tax Planning dalam 

Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan. 

Skripsi, tahun 2019. 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan 

perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalkan hutang pajak pada                   

PT. Sinar Mas Multifinance Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

Bagaimana penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalisir 

hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskiptif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan tax planning dalam 

meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan 

menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang menjadi pengeluaran sudah dilakukan 

secara maksimal. Selain itu komponen dalam laporan keuangan                   PT. 

Sinar Mas Multifinance Medan digunakan untuk menghemat pajak penghasilan 

adalah pemaksimalan elemen beban gaji yang berhubungan dengan menghitung 

besaran PPh Pasal 21 terutang yang menimbulkan akun tunjangan PPh Pasal 21 

dalam laporan keuangan perusahaan yang secara fiskal dapat diakui sebagai 

pengurang penghasilan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda 

yaitu dari Rp. 155.604.700 (sebelum tax planning) menjadi Rp 124.238.000 

(sesudah tax planning). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak 

tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no. 

36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 124.238.000 dari perkiraan Rp 155.604.700 

(sebelum tax planning) dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 20,16 %, 

selisih penghematannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Pajak merupakan suatu pungutan wajib kepada masyarakat yang 

manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Pajak merupakan penerimaan Negara  

yang paling besar dimana kontribusi dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan 

pemerintah untuk membiayai suatu pembangunan negara. Tanpa pajak 

penyelenggaraan suatu pemerintahaan sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan bagi 

Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba 

bersih. Oleh karena itulah manajemen perusahaan terus berupaya melakukan suatu 

perencanaan agar perusahaan mendapatkan laba yang diharapkan.  

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara 

umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) 

dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.Tujuan utama perusahaan adalah 

memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) 

kepada para pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan 

mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus 

diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak 

daerah maupun pajak pusat.  

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan 

kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, oleh karena 

itulah manajemen perusahaan melakukan suatu usaha untuk mengefisienkan jumlah 

1 
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pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Usaha dan strategi yang dilakukan 

tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak atau yang sering disebut dengan 

Tax Planning. Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan 

pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).  

Pada umumnya perencanaan pajak (Tax Planning) mengacu pada proses 

merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada pada jumlah 

yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, 

perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban 

perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga secara optimal 

menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah 

awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang 

dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang 

diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis 

tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan 

perencanaan pajak (Tax Planning) adalah untuk meminimalisasi hutang pajak. 

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya 

efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan 

pajak (Suarningrat & Setiawan, 2013). Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan 

perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk 
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meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). 

Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) 

membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah‐

langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan 

terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan.  

Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa Tax Planning bagi perusahaan 

dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. 

Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang‐undang Perpajakan 

yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan 

langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan 

sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak 

yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan.  

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 

implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan 

pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.  

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan 

dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah 

untuk meminimimalisasi kewajiban pajak. 

Hal inilah yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Medan yang 

merupakan perusahaan swasta bergerak dalam bidang pembiayaan kenderaan 

bermotor, dimana perusahaan dalam upaya meminimalisir pembayaran hutang 

pajaknya melakukan tax planning tetapi dengan jalan yang tidak menyalahi aturan 
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perpajakan yang berlaku. Adapun salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan 

memaksimalkan biaya operasi perusahaan yang kena pajak. 

Selain itu perencanaan pajak juga bertujuan untuk dapat meminimalkan 

terjadinya hutang pajak dari wajib pajak yang masih belum membayar tunggakan 

pajaknya. Perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi 

potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada 

konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat 

mengefisienkan jumlah pajak melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak 

(tax avoidance) dan penyeludupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak 

pidana fiskal. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan 

secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang 

diharapkan (Zain, 2013).  

Perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan beberapa cara 

diantaranya memaksimalkan pengeluaran biaya yang kena pajak serta 

meminimalkan pendapatan yang kena pajak dengan tujuan untuk meminimalkan 

perolehan laba sebagai dasar penghitungan hutang pajak. Adapun fenomena yang 

ada menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan cara memaksimalkan 

pengeluaran biaya yang kena pajak serta meminimalkan pendapatan yang kena 

pajak dengan tujuan untuk meminimalkan perolehan laba sebagai dasar 

penghitungan hutang pajak yang diterapkan PT. Sinar Mas Multifinance Medan 

belum memberikan dampak pada meminimalisir hutang pajak perusahaan. Dimana 

pada laporan keuangan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 masih menunjukkan 

jumlah hutang pajak yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 
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perencanaan pajak yang diterapkan ternyata belum dapat mencapai jumlah laba 

yang tinggi namun jumlah hutang pajak yang menurun.  

Berikut akan disajikan data hutang pajak PT. Sinar Mas Multifinance Medan 

dari tahun 2013 sampai tahun 2018. 

Tabel 1.1 

Data Penelitian 

 

Tahun 

Biaya Operasi 

(Dalam 

Jutaan 

Rupiah) 

Pendapatan 

(Dalam 

Jutaan 

Rupiah) 

Laba Bersih 

(Dalam Jutaan 

Rupiah) 

Jumlah Hutang 

Pajak 

(Dalam Jutaan 

Rupiah) 

2013 649.081 728.137 60.152 3.210 

2014 650.923 701.544 36.257 2.709   

2015 661.241 728.948 49.902 2.630 

2016 742.765 866.551 92.810 11.382 

2017 1.114.106 1.364.318 193.067 31.166 

2018 1.353.548 1.530.728 140.280 37.562 

Sumber : PT. Sinar Mas Multifinance Medan, 2019. 

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah hutang pajak perusahaan setiap 

tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 dengan laba bersih 

sebesar Rp. 60.152.000, hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 3.210.000, Pada 

tahun 2014 dengan laba bersih sebesar Rp. 36.257.000, hutang pajak perusahaan 

sebesar Rp. 2.709.000. Pada tahun 2015 dengan laba bersih sebesar Rp. 49.902.000, 

hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 2.630.000, pada tahun 2016 dengan perolehan 

laba bersih sebesar Rp. 92.810.000, maka hutang pajak menjadi sebesar Rp. 

11.382.000, dan selanjutnya pada tahun 2017 dengan perolehan laba bersih sebesar 

Rp. 193.067.000, maka hutang pajak meningkat menjadi Rp. 31.166.000. 

Selanjutnya pada tahun 2018 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp. 

140.280.000, maka hutang pajak menjadi Rp. 37.562.000. 
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Fenomena ini bertentangan dengan pendapat bahwa; Salah satu upaya untuk 

melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui 

manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses 

rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah 

seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. 

Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba 

serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai (Rosa, 2009). 

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan untuk 

meminimalisir hutang pajak masih tidak berjalan dengan baik, dimana upaya 

perusahaan meminimalisir hutang pajak melalui perencanaan pajak belum 

mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Sehingga hal ini tidak 

mendukung upaya memaksimalkan pengeluaran agar laba menjadi rendah. 

Fenomena ini didukung pendapat yang menyebutkan bahwa: Perencanaan pajak 

adalah langkah awal dalam manajamen pajak. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak 

yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk 

meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak  (Suandy, 2011). 

Pentingnya perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan hutang pajak 

yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian yang 

berjudul : “Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada 

PT. Sinar Mas MultiFinance Medan”. 
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B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah yaitu : 

1. Terjadi penurunan laba yang diiringi dengan peningkatan hutang pajak. 

2. Terjadi peningkatan laba yang diiringi dengan peningkatan hutang pajak. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : “Bagaimana penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam 

meminimalisir hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan 

perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalkan hutang pajak pada                   

PT. Sinar Mas Multifinance Medan. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dalam hal mendalami analisis 

penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalkan hutang 

pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. 

2. Bagi pihak perusahaan yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan 

yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal. 

3. Bagi peneliti lain yaitu dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi 

peneliti lain yang meneliti masalah yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teoritis 

1.  Perpajakan 

a. Pengertian Pajak  

Undang–undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas 

Undang–Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Mardiasmo, 2011). Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh wajib  oleh wajib pajak, wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunanya adalah untuk biayai pengeluaran pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan 

(Waluyo, 2011). 

Pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor 

swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran 

yang dapat dipaksakan). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran 
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kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran umum (Zain, 2013). Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari 

peorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan 

dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya 

keuntungan khusus terhadapnya (Ahmadi, 2009).  

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah 

sebagai berikut (Suandy, 2011):  

1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.  

2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.  

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh 

pemerintah.  

4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai public investment.  

6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 

dari pemerintah.  

7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 

 

 

b.  Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, (Waluyo, 2011) yaitu 

sebagai berikut: 

1). Fungsi Penerimaan (Budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri.  
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2). Fungsi Mengatur (Regular)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 

ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

 

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan (Waluyo, 2011) sebagai 

berikut:  

1).  Asas Tempat Tinggal  

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia 

atau berasal dari luar negeri. 

2).  Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini 

diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia untuk membayar pajak. 

3).  Asas Sumber  

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan 

demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat 

tinggal Wajib Pajak. 

 

c. Cara Pemungutan Pajak  

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu Stelsel Nyata 

(rill stelsel), Stelsel Anggapan (fictive stelsel) dan Stelsel Campuran (Waluyo, 

2011). Berikut penjelasannya. 

1). Stelsel nyata (rill stelsel)  

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
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2). Stelsel anggapan (fictive stelsel)  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak 

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 

yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

3). Stelsel campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut 

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula 

sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

 

d. Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga, (Waluyo, 2011) yaitu sebagai berikut:  

1). Sistem Official Assessment  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah 

sebagai berikut:  

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada fiskus.  

b) Wajib Pajak bersifat pasif.  

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus.  
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2). Sistem Self Assessment  

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar.  

 

3). Sistem Withholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

 

2.  Tax Planning 

a.  Pengertian Tax Planning 

Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan langkah awal dalam 

manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat 

ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax 

implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan 

pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. 

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan 

dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah 

untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.  

Perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi 

pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada 

konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat 

mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang 

disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax 

evasion) yang merupakan tindak pidana fiscal (Zain, 2013). 
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Secara teoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi‐fungsi manajemen 

pajak yang terdiri dari: planning, implementation dan control. Manajemen pajak 

adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah 

pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak yaitu 

menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk 

mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat 

dicapai melalui fungsi – fungsinya yaitu : 

1. Perencanaan pajak 

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 

3. Pengendalian pajak 

Motivasi yang mendasaridilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya 

bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu : 

1. Kebijakan Perpajakan 

2. Undang – undang Perpajakan 

3. Administrasi Perpajakan. 

 

b.  Langkah-langkah Dalam Tax Planning 

Adapun langlah-langkah dalam perencanaan pajak, (Suandy, 2011) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan 

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang 

dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan 

Undang‐undang, juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan 
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dalam undang‐undang agar dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning 

yang akan dilakukan. Langkah‐angkah yang dapat dilakukan sebagai              

berikut : 

a. Mengubah jenis penghasilan 

Dengan memanfaatkan celah‐celah dari Undang‐undang perpajakan yang 

berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau 

dikurangi jumlah pajaknya. 

b. Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya untuk meminimumkan 

pajak tahun bersangkutan, maka pernghasilan yang diperoleh pada bulan‐

bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagi penghasilan 

tahun depan. 

c. Mengambil keuntungan sebesar‐besarnya atau semaksimal mungkin dari 

berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang 

diperbolehkan oleh undang‐undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) 

perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya 

perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal‐hal yang 

bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang 

dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (deductible) 

(Lumbantoruan, 2009). 

 

2. Memaksimalkan Biaya‐Biaya Fiskal 

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam 

tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal (Suandy, 2013). Biaya 

fiskal adalah biaya yang menurut Undang‐undang Perpajakan dapat dikurangkan 
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dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan 

otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam tax planning selain 

memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan 

biaya yang menurut Undang‐Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan 

menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu 

menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan 

tax planning harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan 

yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. 

 

c. Bentuk-bentuk Tax Planning (Perencanaan Pajak) 

Bentuk‐bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas (Suandy, 2013): 

1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal 

entity). 

2) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan 

3) Mengambil keuntungan sebesar‐besarnya 

4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) 

5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center 

6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan 

kenikmatan (fringe Benefit) 

7) Pemilihan metode penilaian persediaan 

8) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha 

9) Melalui pemilihan metode penyusutan 

10) Menghindari dari pengenaan pajak. 

11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. 

12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak. 

13) Menghindari pemeriksaan pajak 

 

Berikut penjelasannya. 

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal 

entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari 

perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal entities) 

bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah bentuk yang lebih 
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menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya  

perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas 

penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan 

diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai 

dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 

25%. 

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah 

memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk 

daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang‐undang No.17 Tahun 2000. 

disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang 

dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan 

memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil 

di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi 

ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah 

memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk 

mengurangkan natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari penghasilan bruto 

seperti yang diatur dalam SE‐29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995. 

3. Mengambil keuntungan sebesar‐besarnya atau semaksimal mungkin dari 

berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena 

pajak yang diperbolehkan oleh undang‐undang. 

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga 

diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara 

masing‐masing badan usaha (business entity). Hal ini bisa dilakukan mengingat 
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bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen 

antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenakan pajak. 

5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya 

berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan 

cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak 

didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh 

keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni menghindari tarif paling 

tinggi/maksimum. 

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan 

kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari 

lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket). Karena pada dasarnya 

pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) dapat 

dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut 

diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang 

menerimanya. 

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 

dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata‐rata (average) dan 

metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi 

perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata‐rata (average) 

akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode 

masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga pokok penjualan (HPP) 

yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil. 

8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha 

dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka 
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waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran 

leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat 

dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian 

dilakukan secara langsung. 

9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang 

cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo 

menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena 

pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa 

memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah 

menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil 

(garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.  

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada  transaksi 

yang bukan objek pajak. 

11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus 

jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat 

dikreditkan. 

12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus 

untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan 

faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan 

kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan 

penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994). 
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13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal 

pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang: 

a. SPT lebih bayar 

b. SPT rugi 

c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 

d. Terdapat informasi pelanggaran 

e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak 

f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara: 

1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) 

PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam 

tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. 

2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila 

perusahaan melakukan impor. 

g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan 

dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

d. Strategi untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan 

Adapun beberapa strategi dalam upaya untuk mengefisienkan beban PPh 

Badan yaitu sebagai berikut : 

1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan,basis kas atau basis akrual. 

2) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberi kesejahteraan kepada 

karyawan. 

3) Pemilihan metode penilaian persediaan. 
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4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan asset tetap. 

5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. 

6) Transaksi yang beraitan dengan pemungutan pajak (withholding tax). 

7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. 

8) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan). 

9) Pengajuan surat keterangan bebas (SKB)PPh Pasal 22 dan Pasal 23. 

10) Rekonsiliasi SPT. 

11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri (Waluyo, 2013). 

 

3.  Hutang Pajak 

a.  Pengertian Hutang Pajak  

Pajak sebenarnya utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada 

masyarakat. Utang ini menurut hukum adalah perikatan (verbintenis). Meskipun 

pajak itu letaknya di bidang hukum publik, tetapi erat sekali hubungannya dengan 

hukum perdata dan hukum adat (Mardiasmo, 2011).  

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan 

mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak (Hanum, Januri & Sarifuddin, 

2017). Pemotongan dan/atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah 

pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Sedangkan istilah 

pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. 

Utang Pajak menurut faham formal timbul karena perbuatan fiskus, yakni 

fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai kewajiban 

membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. 

Sedangkan menurut faham materiil utang pajak timbul karena terpenuhinya 
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ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang 

pajak menurut faham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena Undang-

Undang atau karena tatbestand, yaitu ‘rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-

perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang feitelijk, yuridis, persoonlijk maupun 

zakelijk) yang dapat menimbulkan utang pajak.  

Pada lain pihak teori pemungutan pajak yang lazim dikenal saat ini antara 

lain adalah :  

1) Teori Asuransi, menurut teori ini warga negara yang mendapat perlindungan 

negara membayar pajak yang dianalogkan sebagai premi asuransi atas jaminan 

perlindungan tersebut.  

2) Teori Kepentingan, dalam teori ini pembagian beban pajak proporsional 

dengan kepentingan atau jaminan yang diberikan oleh Negara.  

3) Teori daya pikul, menurut teori ini beban pajak disesuaikan dengan daya pikul 

masing-masing, baik secara objektif yaitu penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki seseorang maupun secara subjektif yaitu berkenaan dengan besarnya 

kebutuhan materi yang harus dipenuhi.  

4) Teori bakti, menurut teori ini sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban. 

5) Teori asas daya beli, teori ini menyatakan, bahwa negara mengurangi atau 

menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat, dan mengumpulkannya ke 

rumah tangga negara yang selanjutnya menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.  

Pajak ditinjau dari segi hukum memberikan hasil yang lain. Tinjauan pajak 

dari segi hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (verbintenis), pada hak 
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dan kewajiban Wajib pajak (Waluyo, 2011), Subyek Pajak dalam hubungannya 

dengan Subyek Hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak, penagihan pajak 

dengan paksa, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana, penyidikan, dan 

pembukuan.  

Dari pandangan itu dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. 

Namun perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, 

karena beberapa hal, yakni : 

1) Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula lahir karena 

Undang-undang., sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena Undang-

undang, dan tidak lahir karena perjanjian. 

2) Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan 

pajak berada dalam hokum public. 

3) Dalam perikatan perdata, hubungan hukum terjadi diantara para pihak yang 

mempunyai kedudukan yang sama/sederajat, sementara di dalam perikatan 

pajak, kedudukan para pihaknya tidak sederajat. 

4) Prestasi yang dilakukan oleh Subjek Pajak untuk membayar pajak itu tidak 

mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukan. Hal tersebut 

membedakannya dengan retribusi.  

 

b.  Penyebab Timbulnya Hutang Pajak  

Mengenai timbulnya utang pajak terdapat perbedaan pendapat atau persepsi 

di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok 

bahasan yang berbeda pula. Perbedaan itu sebagai wacana terbaik dalam 

perkembangan hukum pajak di masa kini maupun di masa mendatang. Perbedaan 
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pendapat atau persepsi mengenai timbulnya utang pajak dikategorikan sebagai 

salah satu sumber hukum pajak yang berada pada tataran doktrin di kalangan ahli 

hukum pajak sepanjang pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan 

positif di bidang perpajakan.  

Timbulnya utang pajak tidaklah selalu dinyatakan dengan jelas di dalam 

undang-undangnya, pada saat manakah terjadi suatu utang pajak, melainkan 

dicurahkanlah semua perhatian kepada timbulnya keharusan untuk membayarnya 

(Brotodihardjo, 2009). Demikian itu adalah karena dalam praktik sehari-hari, saat 

yang disebut ini jauh lebih penting.  

Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum pajak untuk 

menentukannya. Dalam hal ini terdapat dua teori yang mempersoalkannya, yakni 

teori materiil dan teori formil, apakah cara timbulnya utang pajak karena bunyi 

undang-undang pajak atau semata karena tindakan pejabat pajak.  

1). Teori Materiil  

Menurut teori materiil utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat 

tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau 

perbuatan-perbuatan tertentu, sehingga tidak memerlukan campur tangan 

pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat 

ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak. Berdasarkan teori ini, surat 

ketetapan pajak memiliki fungsi, di antaranya:  

a) Dasar penagihan pajak, dan  

b) Menentukan jumlah utang pajak.  

Jadi, utang pajak timbul karena undang-undang pajak sendiri. Hal ini 

terkait dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib 
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Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya 

surat ketetapan pajak. Dalam penjelasannya juga dikatakan bahwa Pajak pada 

prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, 

tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut 

adalah:  

a) Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;  

b) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi 

kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh 

Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau  

c) Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.  

Pejabat Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak 

atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan 

suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang 

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau 

karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.  

Teori materiil sebenarnya malah memberi keringanan tugas Pejabat Pajak 

dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagaimana ditur dalam perundang-

undangan perpajakan. Pejabat Pajak hanya bertugas melakukan pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Apabila saat pemeriksaan ternyata 

ditemukan ketidakpatuhan Wajib Pajak, Pejabat Pajak berwenang menjatuhkan 
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sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang 

terutang.  

Kelemahan teori materiil adalah pada saat timbulnya utang pajak, belum 

diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan Wajib 

Pajak tidak memahami dan menguasai ketentuan undang-undang pajak, 

sehingga kurang mampu menerapkannya.  

2). Teori Formil  

Teori formil merupakan kebalikan dari teori materiil. Menurut teori ini, 

timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah 

dipenuhi tatbestand, tetapi Pejabat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan 

pajak, maka belum timbul utang pajak. Dalam teori formil, surat ketetapan pajak 

memiliki fungsi, di antaranya:  

a) Menimbulkan utang pajak;  

b) Dasar penagihan pajak;  

c) Menentukan jumlah pajak yang terutang.  

Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun 

syarat-syarat subjekif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi.  

Kelemahan teori formil ini yaitu besar sekali kemungkinan utang pajak 

ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teori formil 

tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak 

langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Teori ini hanya diterapkan 

dalam saat timbulnya utang Pajak Bumi Bangunan.  
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c.  Hapusnya Hutang Pajak 

Dihapusnya utang pajak  dapat disebabkan beberapa hal (Suandy, 2011): 

1). Pembayaran 

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena 

pembayaran yang dilakukan ke kas Negara. Pembayaran secara lunas dalam 

bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau 

kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya utang 

pajak. Yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek 

pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Soemitro, 2008). Akan 

tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak 

berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas 

nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus 

dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak/tidak merugikan wajib 

pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.  

Pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, 

penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri utang pajaknya 

dengan cara membayar dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara. Dalam 

hubungan dengan hukum pajak yang dimaksud ialah pembayaran dengan mata 

uang, bahkan lebih tegas lagi, dengan mata uang dari negara yang memungut 

pajak ini, jadi untuk negara kita dengan rupiah karena jumlah uang pajak 

ditentukan dalam mata uang rupiah pula (Brotodihardjo, 2009). Jadi, jika ada 

utang pajak dibayar dengan uang asing (seperti halnya di Nederland dibayar 

kepada pejabat pajak Indonesia dengan uang gulden), ini harus ditafsirkan 

bahwa pejabat pajak telah berkenan mengizinkan demikian. Perlu ditekankan 
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bahwa pembayaran untuk melunasi utang pajak ini harus dilakukan di kas 

negara dan tidak boleh pada pejabat pajak, termasuk petugas pajak lainnya. 

UU KUP secara tegas mengatur bahwa pajak dapat dibayar lunas melalui 

pos wesel dan jika hal ini dilakukan, wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut 

(Soemitro, 2008): Pos wesel wajib dialamatkan kepada Kepala Kantor Kas 

Negara, dan dalam pos wesel wajib dengan jelas disebut nama, alamat, dan 

nomor pokok wajib pajak, jenis dan tahun pajak, besarnya pembayaran pajak. 

Pembayaran pajak melalui pos wesel yang dialamatkan kepada pejabat pajak 

adalah tidak benar karena pejabat pajak dilarang dan tidak berhak menerima 

pembayaran pajak dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut bahwa pembayaran 

lazimnya dilakukan oleh debitur (wajib pajak yang bersangkutan) (Suandy, 

2011).  

Dalam pajak langsung, dilakukan oleh wajib pajak yang namanya 

tercantum pada surat ketetapan pajak. Utang pajak tidak langsung, seperti Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea 

Masuk dan Cukai pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang 

ditentukan oleh Undang-undang Pajak (tanpa diketahui siapa namanya) seperti 

pengguna dokumen dan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 

barang kena pajak atau pemberi jasa kena pajak, yang selanjutnya diberi hak 

oleh Undang-undang Pajak untuk melimpahkan pajak (yang telah dibayar itu) 

kepada pihak ketiga (pembeli atau konsumen). ]adi, alam pajak tidak langsung, 

pembayaran pajak harus diartikan lebih lanjut, yaitu siapa yang bertanggung 

jawab atas pembayarannya (artinya dikenakan denda apabila pajak tidak 

dibayar) dan siapa yang akhirnya harus memikul beban pajak.  
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Jadi, dalam pajak tidak langsung, orang yang membayar pajak/yang 

menanggung pembayarannya, dan orang yang memikul pajaknya, terdapat pada 

dua orang yang berlainan. Sementara itu, dalam pajak langsung, baik yang 

membayar/menanggung pajak dan orang yang memikul beban, ada pada satu 

orang yang sama. 

2).  Pembayaran dengan cara lain 

Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam 

bentuk uang, tetapi Undang-undang Pajak memperkenankan pembayaran 

dengan cara lain. Dalam hal ini, pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak 

bukan dalam bentuk uang melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang 

diperkenankan dalam hukum pajak. Dengan demikian, pembayaran dengan cara 

lain (tidak menggunakan uang sebagai alat bayar) tidak merupakan suatu 

pelanggaran hukum karena diperkenankan oleh Undang-undang Pajak.  

Pembayaran pajak dalam bentuk natura pad a masa kini tidak lazim lagi. 

Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke 

kas Negara (Waluyo, 2011). Ada cara pembayaran lain, seperti terdapat pada 

UU BM. Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan 

dengan menggunakan kertas meterai atau meterai tempel sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalamUU BM.Ketentuan dalam UU BMmen entukan 

bagaimana caranya menggunakan kertas meterai atau meterai tempel itu 

sehingga kertas meterai atau meterai tempel itu setelah dipakai tidak lagi dapat 

dipakai untuk kedua kalinya.  

Cara lain lagi ialah "nazegeling" atau "permateraian kembali", untuk 

dokumen/tanda yang ternyata besarnya tidak atau kurang dibayar dengan 
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menunjukkan dokumen itu kepada pegawai kantor pos untuk dibubuhi meterai, 

yang kemudian dicap dengan stempel kantor pas. Pada pemeteraian kembali itu, 

denda yang terutang untuk pelanggaran itu harus sekalian     dibayar, kalau tidak 

pegawai kantor pos tidak akan melakukan "nazegeling" tersebut. 

3). Kompensasi 

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan 

tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu 

kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan 

pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib 

pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang 

terutang.  

Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya utang pajak 

dalam bentuk kompensasi, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pejabat 

pajak selaku penagih pajak . Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena 

berbagai hal, seperti perubahan Undang-undang Pajak, kekeliruan pembayaran, 

adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan 

pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Setelah 

wajib pajak memperhitungkan kredit pajak dengan utang pajak yang timbul, 

ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan 

utang pajak yang timbul di masa mendatang.   

Kredit pajak dalam UU PPh terjadi karena kelebihan pembayaran Pajak 

Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kredit Pajak Penghasilan adalah 

pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang 

terutang dalam surat tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun 
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berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau 

dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di 

luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, 

dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak 

Penghasilan yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul dari 

Pajak Penghasilan adalah:  

a) pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan; 

b) pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha; 

c) pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, 

dan imbalan lainnya; 

d) pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri; 

e) pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber di luar negeri. 

Kompensasi sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak wajib diajukan 

oIeh wajib pajak kepada pejabat pajak mengingat kompensasi hanya dapat 

dilakukan kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak dengan   utang pajak yang 

timbul pada tahun pajak yang berjalan atau pada tahun pajak di masa depan. 

Utang pajak tidak boleh dikompensasikan dengan utang biasa karena utang 

pajak berada dalam konteks hukum publik, sedangkan utang biasa berada dalam 

konteks hukum privat. 

4). Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan 

penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung 

sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak 

atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum 
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kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluwarsa penagihan pajak 

tertangguh, antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa. 

5). Pembebasan  

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena 

ditiadakan. Pembebasan umunya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, 

tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena 

pembebasan sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk 

melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan 

hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, 

tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang undang 

Pajak untuk diberikan pembebasan. Sekalipun dernikian, wajib pajak tetap 

wajib menaati Undang-undang Pajak yang memberikan pembebasan sehingga 

tidak terjadi pelanggaran hukum berakibat dikenakan sanksi hukum pajak. 

6). Penghapusan / Peniadaan 

Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi 

diberikannya karena keadaan keuangan wajib pajak. Peniadaan juga merupakan 

cara untuk mengakhiri utang pajak. Peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri 

utang pajak dikenaI dalam hukum pajak (Mardiasmo, 2011). Pajak yang 

terutang hanya dapat ditiadakan karena alasan tertentu, umpamanya karena 

sawah kena musibah bencana alam (banjir, serangan hama, dan sebagainya) atau 

karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini, perikatan 

pajak menjadi berakhir sehingga wajib pajak tidak Iagi mempunyai kewajiban 

membayar pajak yang terutang. Dalam konteks ini, wajib pajak sangat 

diharapkan berperan serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar utang 
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pajak yang dimiliki boleh ditiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

dapat diterima oIeh pejabat pajak. Tatkala permohonan dikabulkan, wajib pajak 

tidak Iagi memiliki utang pajak atau hanya sebagian yang harus dibayar karena 

pengurangan tidak secara keseluruhan. Peniadaan utang pajak hanya dapat 

terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oIeh 

pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut.  

a) Peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum oIeh pejabat pajak 

untuk melakukan pengurangan atas sejumlah utang pajak yang seyogianya 

dibayar. 

b) Peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah perbuatan hukum oIeh 

pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya 

dibayar. 

 

4.  Penelitian Terdahulu 

Sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka berikut ini akan 

disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam 

melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Penelitian 
Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

1 Inria Dina 

Rosa (2009) 

Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Atas PPh Badan 

Sebagai Upaya 

Dalam 

Meminimalisasi 

PPh Badan yang 

Bagaimana 

penerapan 

perencanaan pajak 

atas PPh Badan 

sebagai upaya 

dalam 

meminimalisasi 

Penerapan 

perencanaan pajak 

atas PPh Badan 

sebagai upaya 

dalam 

meminimalisasi 

PPh Badan yang 
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Terutang Pada PT. 

Intisari Surabaya 

PPh Badan yang 

terutang pada               

PT. Intisari 

Surabaya 

terutang pada               

PT. Intisari 

Surabaya sudah 

sesuai 

2 Hadianto 

Siregar 

(2012) 

Penerapan Tax 

Planning Sebagai 

Upaya 

meminimalisasi 

Hutang Pajak 

Pajak PT Musim 

Mas Medan 

Bagaimana tax 

planning sebagai 

upaya 

meminimalisasi 

hutang pajak pajak 

PT Musim Mas 

Medan 

Penerapan tax 

planning sebagai 

upaya 

meminimalisasi 

hutang pajak pajak 

PT Musim Mas 

Medan sudah 

sesuai. 

3 Aji Baskoro 

(2014) 

Penerapan Tax 

Planning Sebagai 

Upaya 

meminimalisasi 

Hutang Pajak 

Pajak PT. Surya 

Mandiri 

Bagaimana 

penerapan tax 

planning sebagai 

upaya 

meminimalisasi 

hutang pajak pajak 

PT. Surya Mandiri  

Penerapan tax 

planning sebagai 

upaya 

meminimalisasi 

hutang pajak pajak 

PT. Surya Mandiri 

sudah memadai 

 

B.   Kerangka Berfikir  

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. 

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu 

agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus 

meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan 

pendapatan negara dari sektor pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan. 

Suatu perusahaan memiliki ruang besar untuk melakukan efisiensi pajak atas 

pajak penghasilan mereka karena pajak penghasilan perusahaan menempati status 

yang penting dalam pembayaran pajak. Sebagian besar pengusaha dalam dunia 

bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan 

melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan 

menjadi optimal. 
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Perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan penyesuaian dengan 

penghitungan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak 

badan dan wajib pajak pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan 

menggunakan pendekatan akuntansi (komersial) (Ritonga, 2018). Selain itu 

penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan yang dilakukan dapat 

menjadi alat bantu dalam meminimalkan hutang pajak (Fadhila, 2017). 

Selain itu penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan 

dalam meminimalkan hutang pajak dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal, 

dimana semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan 

mengurangi pajak terutang (Hani, 2012). Keterkaitan penerapan perencanaan pajak 

(tax planning) dalam meminimalkan hutang pajak dapat dilihat pada gambar 

kerangka konseptual berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir  

Pendapatan Usaha   

Meminimalisir 

Hutang Pajak 

PT. Sinar Mas 

Multifinance Medan 

Beban Usaha 

Menerapkan 

Perencanaan Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti 

sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. Pada penelitian ini 

dilakukan dengan topik penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam 

meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses rekayasa transaksi wajib 

pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih 

dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan 

perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai. 

2. Hutang pajak merupakan perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi 

dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat 

(tatbestand) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu 

jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan 

tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

 

 
 



37 

 

 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan yang 

merupakan perusahaan swasta bergerak dalam bidang pembiayaan kenderaan 

bermotor yang beralamat di Jl. Mangkubumi Gedung Sinar Mas Lantai 4          

Medan. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan 

Agustus 2019. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3-1 

Schedule Proses Penelitian 
 

No Jenis Kegiatan 

Tahun  2019 

Mei  Juni  Juli  Agustus  September  Oktober  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul                         

2. Penyusunan Proposal                          

3. Bimbingan Proposal                         

4. Seminar  Proposal                          

5. Penulisan Skripsi                         

6. Bimbingan Skripsi                         

7. Sidang Meja Hijau                         

 

D.  Sumber dan Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber 

langsung dari PT. Sinar Mas Multifinance Medan, dimana nanti akan diambil 

mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan 

penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalkan hutang          

pajak.  
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Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian 

keuangan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. Data-data yang diperlukan 

yang mendukung topik penelitian. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data  

      Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis 

menggunakan metode pengumpulan dengan teknik studi dokumentasi yaitu 

mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian 

seperti laporan keuangan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis 

deskiptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi 

data yang relefan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil 

kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun tahapan dalam penelitian yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Menganalisis informasi laporan keuangan perusahaan. 

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 

5. Memutakhirkan rencana pajak. 

6. Menganalisa meminimalisasi hutang pajak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Laporan Keuangan Perusahaan 

 Penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance tidak 

terlepas dari peranan Laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh 

perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan 

dengan hutang pajak Tahun Buku 2018. 

Tabel 4.1 PT. Sinar Mas Multifinance 

Laporan Laba Rugi 

Periode 2018 

 

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  

Bunga  

  Pembiayaan konsumen 588.579.000 

  Sewa pembiayaan 541.158.000 

  Anjak piutang 48.247.000 

Asuransi  6.578.000 

Administrasi  269.140.000 

Keuntungan selisih kurs mata uang asing-bersih 4.051.000 

Keuntungan dari investasi 7.899.000 

Lain-lain 64.984.000 

Jumlah pendapatan 1.530.728.000 

  

Beban  

Bunga  471.727.000 

Gaji dan tunjangan 411.784.000 

Umum dan administrasi 104.402.000 

Penyusutan dan amortisasi 76.582.000 

Kerugian penurunan nilai piutang dan agunan yang 

diambil alih 

226.082.000 

Kerugian selisih kurs mata uang asing-bersih 37.562.000 

Lain-lain 25.407.000 
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Jumlah Beban 1.353.546.000 

  

Beban Pajak  

  Kini  42.652.000 

  Tangguhan  (5.750.000) 

  

Laba Bersih 140.280.000 

 

 

Tabel 4.2 PT. Sinar Mas Multifinance 

NERACA 

Periode 2018 

 

ASSET  

Kas dan Setara Kas 205.358.000 

Investasi Jangka Pendek 262.277.000 

Piutang Pembiayaan Konsumen Pihak Ketiga 2.272.081.000 

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui (479.371.000) 

Jumlah  1.792.710.000 

Cadangan kerugian penurunan nilai (60.214.000) 

Jumlah-bersih 1.732.496.000 

  

Piutang Sewa Pembiayaan  

Pihak berelasi 84.000 

Pihak ketiga 18.468.000 

Jumlah  18.552.000 

  

Taguhan Anjak Piutang  

Pihak ketiga 3.737.606.000 

Pendapatan anjak piutang tangguhan cadangan 

penurunan nilai 

(37.376.000) 

Jumlah-bersih 3.700.230.000 

Piutang Ijazah Multijasa 1.280.000 

  

Piutang Lain-lain 69.666.000 

Assets Reasuransi 4.882.000 

Assets tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 913.160.000 

Uang muka 103.815.000 

Agunan yang diambil alih-bersih 113.358.000 

Asset Pajak Tangguhan 7.849.000 

  

Asset Lain-lain - bersih 36.288.000 

  

Jumlah Aset 7.169.211.000 
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2. Laporan Keuangan Fiskal 

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Adanya 

perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung 

perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar 

penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk 

menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada 

Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh 

pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban. 

1) Beda Tetap 

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan 

Standar Akuntansi Keuangan, dimana pengakuan wajib pajak tertentu yang 

diperoleh atau biaya tertentu yang menjadi beban tidak diakui sebagai 

penghasilan atau biaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, walaupun merupakan pendapatan atau beban dilihat dari sudut 

SAK. 

a) Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara ketentuan UU pajak 

dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sifatnya tetap, misalnya, 

pemberian sumbangan dan kenikmatan dalam bentuk natura (non tunai) 

kepada karyawan. Bagi perusahaan, pengeluaran tersebut dapat 
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diperhitungkan sebagai biaya usaha, tetapi menurut UU pajak tidak 

dapat dikurangkan sebagai biaya. 

 

b) Pendapatan dan beban tertentu diakui pada laporan keuangan komersial 

tetapi tidak pernah diakui oleh UU pajak atau sebaliknya. 

2) Beda waktu 

Beda waktu merupakan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut 

SAK dan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi 

karena pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut standar akuntansi 

tetapi menurut pajak belum diakui atau sebaliknya. 

a) Adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan. 

Biaya-biaya yang bersifat sementara mengakibatkan adanya 

penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. 

b) Perbedaaan nilai yang tercatat dalam akuntansi atau kewajiban dengan 

basis fiskalnya. 

Pada PT. Sinar Mas Multifinance ditemukan beberapa perbedaan 

waktu dan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal 

positif maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka 

perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (current tax) dan lokasi pajak 

tangguhan (deffered tax) 

3.  Koreksi Fiskal 

Untuk menghitung penghasilan netto yang dikenakan PPh berdasarkan 

ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh 

Final dan yang tidak termasuk objek pajak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya 
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baru dilaksanakan koreksi-koreksi atau penyesuaian fiskal, baik positif maupun 

negatif. 

a. Koreksi Positif 

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan 

biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil 

atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. 

b. Koreksi Negatif 

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya 

penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial 

menjadi semakin besar dengan adanya pengurangan penghasilan. 

Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat 

(beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran 

penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2018. 

 

Tabel 4.3 

Koreksi Fiskal PT. Sinar Mas Multifinance 

Periode 2018 

 

Dalam Ribuan Rupiah  

 

Perkiraan Koreksi Positif Koreksi Negatif 

Laba Sebelum Manfaat 

(Beban) Pajak 

177.182.000  

Perbedaan Temporer :   

Imbalan pasca kerja   

Cadangan kerugian 

penurunan nilai 

97.590.000  

Imbalan jasa dan tantiem 411.784.000  

Jumlah perbedaan 

temporer. 

509.374.000  
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Perbedaan permanen :   

Pajak dan pungutan  37.562.000 

Biaya olahraga  0 

Sumbangan   0 

Hadiah lainnya  0 

Promosi   0 

Lain-lain   

Berbagai penghasilan  1.530.728.000 

Pendapatan sewa   

Jumlah perbedaan 

permanen. 

 1.493.166.000 

Jumlah Koreksi Fiskal  983.792.000 

Taksiran penghasilan kena 

pajak 

 177.182.000 

Pembulatan   177.182.000 

Taksiran pajak penghasilan 

badan 

42.652.000  

Pajak yang dibayar dimuka -  

Taksiran PPh badan kurang 

bayar 

5.750.000  

PPh pasal 25 36.902.000  

 

a. Beban pajak 

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer 

antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan 

dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban. 

Tabel 4.4 

Beban Pajak PT. Sinar Mas Multifinance 

Periode 2018 

 

Pajak kini 42.652.000 

Pajak tangguhan 5.750.000 

Jumlah  36.902.000 
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b. Asset (kewajiban) pajak tangguhan 

 

Tabel 4.5 

Koreksi Fiskal PT. Sinar Mas Multifinance 

Periode 2018 

 

Cadangan kerugian penurunan nilai 97.590.000 

Beban imbalan pasca kerja  

Imbalan jasa operasi  

Saldo assets (kewajiban) pajak 

tangguhan 

97.590.000 

 

4. Analisis Laporan Laba Rugi 

Sebelum Tax Planning 

Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak 

terutang PT. Sinar Mas Multifinance sebesar : 

Laba       Rp. 177.182.000 

 5 %  x  Rp.  50.000.000  Rp.      2.500.000 

 15 % x Rp.  127.182.000  Rp.    19.077.300 

 

PPh Badan untuk Tahun 2018   Rp     21.577.300 

Laba Setelah Pajak     Rp.  155.604.700 

 

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah beban pajak yang dikeluarkan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp. 155.604.700 adalah nominal yang 

cukup besar pada PT. Sinar Mas Multifinance. 
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Setelah Tax Planning 

Laba       Rp.  140.280.000 

 5 %  x  Rp.  50.000.000  Rp.      2.500.000 

 15 % x Rp.  90.280.000  Rp.    13.542.000 

 

PPh Badan untuk Tahun 2018   Rp    16.042.000 

Laba Setelah Pajak     Rp. 124.238.000 

 

Tabel 4.6 

Perhitungan Pajak Terutang PT. Sinar Mas Multifinance 

Periode 2018 

 

Keterangan 
Sebelum Tax 

Planning 

Sesudah Tax 

Planning 
Penghematan 

Laba  177.182.000 140.280.000  

PPh badan    

5 %  x  50.000.000 2.500.000 2.500.000  

15 % x 250.000.000 19.077.300 13.542.000  

    

Total Pajak Terutang 21.577.300 16.042.000  

PPh Masa 155.604.700 124.238.000 20,16 % 

 

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang 

sangat berbeda yaitu dari Rp. 155.604.700 (sebelum tax planning) menjadi Rp 

124.238.000 (sesudah tax planning). Efisiensi yang dapat diperoleh dari 

perencanaan pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan 

perpajakan PPh no. 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 124.238.000 dari perkiraan 

Rp 155.604.700 (sebelum tax planning) dan dalam penghematan pajaknya adalah 

sebesar 20,16 %, selisih penghematannya. Itulah penghematan pajak tahun 2018. 
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Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, agar dapat 

mengetahui dengan pasti tax planning yang akan dilakukan, PT. Sinar Mas 

Multifinance berupaya mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam 

Undang-undang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan PT. Sinar Mas 

Multifinance adalah sebagai berikut : 

a. Mengubah jenis penghasilan 

Dengan memanfaatkan celah dari Undang-undang perpajakan yang berlaku, 

penghasilan kena pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah 

pajaknya. Contoh; apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, 

sebaiknya menanamkan saham minimal 25 % agar deviden yang nantinya 

dibagikan tidak terkena pajak. 

b.  Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya. 

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang 

diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan 

sebagai penghasilan tahun depan. 

 

B.  Pembahasan 

1.  Penerapan Tax Planning Pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan 

PT Sinar Mas Multifinance (Simas Finance) adalah perusahaan yang 

bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan 

pembiayaan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT 

Sinar Supra Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT Sinar Supra Finance 

Co., dan akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 

1995 seluruh saham perusahaan dibeli oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, sebuah 
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perusahaan investasi dibawah kelompok usaha Sinar Mas. Pada Februari 1995, PT 

Sinar Mas Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT Sinar Supra Finance dan 

mengganti nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT Sinar Mas Multifinance 

pada awal  1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman Departemen Keuangan 

Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT Sinar Mas 

Multiartha TBK kepada Simas Finance. Sesuai dengan laporan keuangan Akuntan 

Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar Rp.521 

milyar. 

Penerapan tax planning pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan dilakukan 

perusahaan dengan beberapa cara yang diantaranya yaitu memaksimalkan 

pengeluaran yang kena pajak serta dengan meminimalisir pendapatan yang kena 

pajak. Hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan antara laporan 

keuangan perusahaan dengan laporan keuangan secara fiskal yang dapat disajikan 

laporan fiskal. 

Dalam menerapkan tax planning di PT. Sinar Mas Multifinance, manajer 

terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang 

didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban 

perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Laporan keuangan 

perusahaan yang disajikan peneliti adalah laporan keuangan yang dibuat oleh 

perusahaan yang terdiri dari Laba Rugi yang berhubungan dengan hutang pajak 

perusahaan tahun buku 2018. 

Pada tax planning, salah satu yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas 

Multifinance selaku wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak adalah 

dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. 
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Dalam undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur 

mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan 

tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang 

dikecualikan dari perusahaan, yaitu : 

1) Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau 

pemerintah. 

2) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas 

sebagai wajib pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat Deviden berasal dari cadangan laba 

yang ditahan bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima deviden 

paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai 

usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 

 

2. Upaya Meminimalisir Hutang Pajak 

Pelaporan keuangan PT Sinar Mas Multifinance Medan dijadikan satu 

dengan laporan keuangan secara keseluruhan sebagai dasar bagi kantor pusat untuk 

menerapkan perencanaan pajak dan menghitung jumlah laba bersih yang diperoleh. 

Untuk meminimalisir pembayaran hutang pajak maka perusahaan menerapkan 

perencanaan pajak yang diantaranya dengan cara: 

a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, sumber penghasilan 

perusahaan PT Sinar Mas Multifinance Medan sebagai perusahaan 

pembiayaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat 
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memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan dikenakan PPh Final. 

Berdasarkan sumber penghasilan yang ada dalam perusahaan tidak terdapat 

penghasilan yang dikecualikan. Salah satu penghasilan yang dapat dijadikan 

alternatif bagi perusahaan untuk memperkecil PKP (Penghasilan Kena Pajak) 

adalah penghasilan bunga, karena penghasilan bunga dikenai pajak final. 

b. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 

diperkenankan sebagai pengurang 

1). Tunjangan Asuransi 

Keputusan perusahaan untuk membayar premi asuransi karyawannya sesuai 

aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang 

mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan. 

2). Biaya Perbaikan dan Penyusutan Kendaraan 

Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan yang dipakai oleh 

direktur tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan 

penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan.  

Kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan 

terhutang antara lain : 

a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah accrual basis. 

PT. Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan basis akrual sebagai 

dasar pembukuan perusahaan. Hal ini disebabkan pencatatan berbasis akrual selain 

mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang 

dan piutang organisasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan pencatatan berbasis 

akrual gambaran atas kondisi keuangan organisasi lebih akurat dari pada 
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menggunakan pencatatan berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan 

basis akrual lebih kompleks dari pada basis kas. 

 

b. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. 

PT. Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan metode garis lurus 

dalam penyusutan aktiva tetap. Hal ini disebabkan penggunaan metode garis lurus 

mampu menilai aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang 

masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan 

fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya 

dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus 

menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan koreksi fiskal 

sebelum dan sesudah perencanaan pajak diketahui bahwa penerapan perencanaan 

pajak (tax planning) dalam meminimalisir hutang pajak pada PT. Sinar Mas 

Multifinance Medan cukup berhasil, hal ini diketahui bahwa pengurangan beban 

pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak sebesar 20,16 %. Hal ini belum 

sepenuhnya sesuai dengan pendapat (Suandy, 2013) yang menyebutkan bahwa : 

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajamen pajak. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat 

diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan 

perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai 

usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak”. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan 

dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan tax planning dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas 

Multifinance Medan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang menjadi 

pengeluaran sudah dilakukan secara maksimal. 

2. Komponen dalam laporan keuangan PT. Sinar Mas Multifinance Medan 

digunakan untuk menghemat pajak penghasilan adalah pemaksimalan elemen 

beban gaji yang berhubungan dengan menghitung besaran PPh Pasal 21 

terutang yang menimbulkan akun tunjangan PPh Pasal 21 dalam laporan 

keuangan perusahaan yang secara fiskal dapat diakui sebagai pengurang 

penghasilan.  

3. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp. 

155.604.700 (sebelum tax planning) menjadi Rp 124.238.000 (sesudah tax 

planning).  

4. Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak tersebut dengan 

memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no. 36 tahun 

2008 adalah sebesar Rp 124.238.000 dari perkiraan Rp 155.604.700 (sebelum 

tax planning)  dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 20,16 %, 

selisih penghematannya.  
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5. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Medan 

telah menjadikan dana–dana perusahaan menjadi efektif dan efisien. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi 

biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. 

Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara gross-up sehingga 

penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal. 

2. Hendaknya penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance 

Medan dapat lebih ditingkatkan lagi melihat masih tingginya hutang pajak 

perusahaan masih belum sesuai harapan. 
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